BUPATI BADUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BADUNG

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

TAHUN 2013 - 2033

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

bahwa perkembangan jumlah penduduk dengan berbagai aktivitasnya
membawa konsekuensi meningkatnya kebutuhan ruang sehingga harus
dimanfaatkan secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna
dan berkelanjutan berlandaskan kebudayaan Bali yang dijiwai oleh Agama
Hindu sesuai dengan falsafah Tri Hita Karana,;

bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan sinergitas
pembangunan antar sektor dan antar Wilayah, maka perlu pengaturan Tata
Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang berdasarkan Struktur Ruang
dan Pola Ruang;

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 1l Badung Nomor 29
Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat 1l Badung sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini
dan kebijakan Tata Ruang nasional sebagaimana diatur di dalam Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sehingga perlu
diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, dan huruf ¢, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat Il Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655);



3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4739);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5103);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata
Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5160);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta
Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);

10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan;

11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun
2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG
dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2013- 2033
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KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
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Kabupaten adalah Kabupaten Badung.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Badung.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.

Ibu Kota adalah 1bu Kota Kabupaten Badung yang diberi nama Mangupura,
yang berkedudukan di sebagian Kecamatan Mengwi meliputi : Desa Mengwi,
Desa Gulingan, Desa Kekeran, Kelurahan Kapal, Kelurahan Abianbase,
Kelurahan Lukluk, Kelurahan Sempidi, dan Kelurahan Sading.

Tri Hita Karana adalah falsafah hidup Masyarakat Bali yang memuat tiga
unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara
manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan
lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian, dan
kebahagiaan bagi kehidupan manusia.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara,
termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat
manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara
kelangsungan hidupnya.

Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.

Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan
prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial
ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu Wilayah yang
meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk
fungsi budidaya.

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang,
Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan,
pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.

Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan
Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang,
dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur
Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana
Tata Ruang.

Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan
Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan
pelaksanaan program beserta pembiayaannya.



16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.

26.

217.

28.

-4-

Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib
Tata Ruang.

Rencana Tata Ruang adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRWK
adalah Rencana Tata Ruang yang bersifat umum dari Wilayah Kabupaten,
yang berisi tujuan, kebijakan, strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten,
Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten, Rencana Pola Ruang Wilayah
Kabupaten, penetapan Kawasan Strategis Kabupaten, arahan Pemanfaatan
Ruang Wilayah Kabupaten, dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Wilayah Kabupaten.

Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah Kawasan
Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional,
nasional, atau beberapa provinsi.

Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah Kawasan
Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau
beberapa desa.

Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat
permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap
unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek
administratif dan/atau aspek fungsional.

Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Kawasan Lindung adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungi kelestarian lingkungan yang mencakup sumber daya alam, dan
sumber daya buatan.

Kawasan Budidaya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama
untuk dibudidayakan atas dasar kondisi atau potensi sumber daya alam,
sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Kawasan Perdesaan adalah Kawasan yang mempunyai kegiatan utama
pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi
Kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Kawasan Perkotaan adalah Kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan
pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman
perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan
sosial, dan kegiatan ekonomi.

Kawasan Perkotaan Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan yang selanjutnya
disebut Kawasan Perkotaan Sarbagita adalah satu kesatuan Kawasan
Perkotaan yang terdiri atas Kota Denpasar dan Kawasan Perkotaan Kuta
sebagai Kawasan Perkotaan inti, Kawasan Perkotaan Mangupura dan
Kawasan Perkotaan Jimbaran di Kabupaten Badung, Kawasan Perkotaan
Gianyar, Kawasan Perkotaan Sukawati dan Kawasan Perkotaan Ubud di
Kabupaten Gianyar dan Kawasan Perkotaan Tabanan di Kabupaten Tabanan,
sebagai Kawasan Perkotaan di sekitarnya, yang membentuk Kawasan
metropolitan.
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Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang memiliki sifat khas
yang mampu memberikan perlindungan kepada Kawasan sekitarnya maupun
bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir, dan erosi serta
pemeliharaan kesuburan tanah.

Kawasan Resapan Air adalah Kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi
untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi
(akifer) yang berguna sebagai sumber air.

Kawasan Suci adalah Kawasan yang disucikan oleh umat Hindu seperti
Kawasan gunung, danau, mata air, campuhan, loloan, sungai, pantai dan laut.

Kawasan Tempat Suci adalah Kawasan di sekitar pura yang perlu dijaga
kesuciannya dalam radius tertentu sesuai status pura sebagaimana ditetapkan
dalam Bhisama Kesucian Pura Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat
(PHDIP) Tahun 1994.

Sempadan Pantai adalah Kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai
yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan
kesucian pantai, keselamatan bangunan, dan ketersediaan ruang untuk lalu
lintas umum.

Sempadan Sungai adalah Kawasan sepanjang Kiri-kanan sungai, termasuk
sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting
untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Sempadan Jurang adalah daratan sepanjang daerah datar bagian atas dengan
lebar proposional sesuai bentuk dan kondisi fisik.

Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disebut GSB adalah garis yang
tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan kearah garis sempadan jalan.

Kawasan Sekitar Mata Air adalah Kawasan sekeliling mata air yang
mempunyai manfaat penting untuk kelestarian fungsi mata air.

Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH, adalah area
memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat
terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun
yang sengaja ditanam.

Ruang Terbuka Hijau Kota yang selanjutnya disebut RTHK adalah ruang-
ruang dalam kota dalam bentuk area/Kawasan maupun memanjang/ jalur
yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan
habitat tertentu, dan/atau sarana kota, dan/atau pengaman jaringan prasarana,
dan/atau budidaya pertanian.

Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu Wilayah
daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak
sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air
yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke sungai secara alami, yang
batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan
daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Kawasan Taman Hutan Raya adalah Kawasan pelestarian alam terutama
dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuh-tumbuhan dan satwa alami atau
buatan, jenis asli atau bukan asli, pengembangan ilmu pengetahuan,
pendidikan, kebudayaan, pariwisata, dan rekreasi.

Kawasan Taman Wisata Alam adalah Kawasan pelestarian alam dengan
tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi
alam.



